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ABSTRAK 
 

 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penyebab 

pembatalan  Faktur  Pajak,  bagaimana  mekanisme  perpajakan  atas  pembatalan 

Faktur Pajak setelah diterbitkannya  e-Faktur dan pengaruh pembatalan e-Faktur 

terhadap perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif 

kualitatif dan sumber datanya berasal dari data primer dan data sekunder. Terdapat 

temuan  bahwa  secara  keseluruhan  penggunaan  aplikasi  E-Faktur  memudahkan 

dalam proses pengisian dan pembatalan faktur pajak. Akan tetapi, kurangnya 

sosialisasi  terhadap  tata cara penggunaan  aplikasi  E-Faktur  yang menyebabkan 

banyak Pengusaha Kena Pajak kurang paham perihal tata cara pengisian E-Faktur. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menjadi penyebab pembatalan 

Faktur Pajak adalah pembatalan transaksi dan kekeliruan pengisian. Mekanisme 

perpajakan atas pembatalan faktur pajak keluaran menggunakan bantuan aplikasi 

E-Faktur  versi 3.2. Pembatalan  faktur pajak tidak hanya berdampak  pada PKP 

penjual akan tetapi juga pada PKP pembeli. 
 

Kata Kunci: Faktur Pajak, e-Faktur, Pembatalan Faktur Pajak 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 
 

This study aims to find out what are the factors causing cancellation Tax Invoice, 

what is the tax mechanism for canceling a Tax Invoice after the issuance of an e- 

Faktur and the effect of canceling an e-Faktur on companies. The research method 

used is a qualitative descriptive method and the data sources come from primary data 

and secondary data. There is a finding that overall the use of the E-Faktur application  

facilitates  the  process  of  filling  out  and  canceling  tax  invoices. However,  the 

lack  of dissemination  of the procedures  for using  the E-Invoice application has 

caused many Taxable Entrepreneurs to not understand the procedures for filling in 

an E-Faktur. The results showed that the factors causing the cancellation of tax 

invoices were transaction cancellations and filling errors. The tax mechanism for 

canceling output tax invoices uses the help of the E-Faktur application  version 3.2. 

Cancellation  of tax invoices  does not only affect PKP sellers, but also PKP 

buyers. 
 

Keywords: Tax Invoice, e-Faktur, Tax Invoice Cancellation
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

A.  PERMASALAHAN 
 

1.   Gambaran Umum Perusahaan 
 

Kantor Konsultan Pajak TDH (KKP TDH) merupakan salah satu 

agen konsultasi yang terletak di Bandar Lampung berdasarkan Akta yang 

ada. Konsultan pajak TDH beralamat di Jl. Putri Balau No. 115, RT. 005, 

Kedamaian, Bandar Lampung sesuai dengan informasi yang tertera pada 

laman google maps. Kantor Konsultan Pajak TDH tidak hanya melayani 

konsultasi perpajakan untuk daerah Bandar Lampung saja, namun Kantor 

Konsultan Pajak TDH sudah berhasil melebarkan namanya dengan 

memberikan konsultasi untuk klien-kliennya yang berada di luar kota 

misalnya Palembang, Jambi, Banten, dan Jakarta. Beberapa jasa yang 

ditawarkan oleh Kantor Konsultan Pajak TDH sebagai berikut: 

a.   Jasa Konsultasi Perpajakan 
 

b.  Jasa Edukasi Perpajakan 
 

c.   Jasa Konsultasi Akuntansi 
 

d.  Jasa Layanan Kepatuhan Pajak 
 

e.   Jasa Litigasi Pajak 
 

f.   Jasa Pelayanan Strategis Pengelolaan Pajak 
 

g.   Jasa Dokumentasi Pajak 
 

2.   Visi dan Misi 

a.   Visi: 

Menjadi pelaku bisnis dibidang pajak yang profesional, berkualitas 

sebagai  pemimpin  pasar  diera  globalisasi  dengan  pelayanan  yang 

optimal dalam rangka tertib pajak. 

b.   Misi: 
 

Sebagai Mitra Direktorat Jenderal Pajak dalam membantu negara 

mewujudkan tertib pajak serta memberikan konsultasi yang bermoral 

dan akuntabel dalam Menuhin kewajiban perpajakan.
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3.   Struktur Perusahaan 
 

Kantor Konsultan Pajak TDH (KKP TDH) merupakan salah satu 

agen konsultasi yang berdiri pada tahun 2014  dan terletak di Bandar 

Lampung  berdasarkan  Akta  yang  ada.  Kantor  Konsultan  Pajak  TDH 

didirikan oleh 1 orang. Beliau sudah meberikan jasa perpajakan sebelum 

Kantor Konsultan Pajak TDH dibentuk. 
 
 
 

 
Managing Partner 

 

 
 
 
 
 

Admin                              Staff                                Staff 
 

 
Gambar 1. 1 

Struktur Organisasi KKP TDH 

Sumber: Dokumen KKP TDH 
 

a.   Managing Partners 
 

Managing Partners memiliki tugas/kewajiban sebagai berikut : 
 

1.    Bertanggung jawab terhadap semua kegiatan operasional KKP; 
 

2.    Bertanggung jawab atas pengembangan kinerja staff pada KKP; 
 

3.    Melakukan    pengecekan    dan   pengawasan    kebutuhan    terkait 

operasional KKP; 

4.    Melakukan pengawasan dan memastikan setiap staff menjalankan 

tugas dengan baik 

5.    Membuat laporan kegiatan operasional KKP. 

b.   Admin 

Admin memiliki tugas/kewajiban sebagai berikut : 
 

1.   Memastikan kesesuaian kegiatan keuangan; 
 

2.   Memastikan   pendokumentasian   seluruh   kegiatan   administrasi 

keuangan; 

3.   Menyiapkan laporan, informasi dan analisa keuangan;
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4.   Membantu    KKP    untuk    memaksimalkan    opportunity    untuk 

berkembang. 

c.   Staff 
 

Staff memiliki tugas/kewajiban sebagai berikut. 
 

1.    Melakukan  perhitungan  pajak,  pembayaran  pajak  sampai  pada 

pelaporan pajak kliennya; 

2.    Melayani  konsultasi  perpajakan,  melakukan  perencanaan  pajak, 

danmengoptimalkan keuntungan bagi klien; 

3.    Melakukan  evaluasi  data terkait dengan munculnya  beban pajak 

yangdirasa tidak menguntungkan klien 

4.    Membantu klien dalam restitusi pajak; 
 

5.    Mewakili dan/atau mendampingi klien saat ada pemeriksaan pajak; 
 

6.    Membantu menyusun pedoman perpajakan bagi klien. 
 
 

 
4.   Latar Belakang Masalah 

 

Perkembangan  dunia teknologi informasi belakangan ini semakin 

mempermudah manusia dalam bekerja. Banyak proses pekerjaan yang tadinya 

ribet dan memakan waktu menjadi semakin simpel dan cepat selesai dengan 

bantuan teknologi informasi. Tidak hanya perusahaan swasta, akan tetapi 

pemerintah juga memanfaatkan teknologi dalam menjalankan pemerintahan. 

Dalam dunia perpajakan juga terjadi adanya reformasi perpajakan yang 

berarti perubahan sistem perpajakan yang menyeluruh termasuk pembenahan 

administrasi perpajakan, perbaikan regulasi dan peningkatan basis perpajakan. 

Di Indonesia sendiri reformasi perpajakan dimulai sejak tahun 1983 lewat 

serangkaian undang-undang yang mengatur tentang tata cara perpajakan serta 

pajak-pajak lainnya. Dan pada akhir tahun 

1990  dan  awal  tahun  2000,  reformasi  perpajakan  menyentuh  sistem 

informasi perpajakan dengan mengaplikasikan teknologi informasi di 

dalamnya (Prawati, 2020). 
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Novitasari (2019) menyebutkan bahwa pajak memiliki peranan yang 

penting   dalam  menyumbangkan   penerimaan   negara.   Sebagai   sumber
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pembiayaan negara dan pembangunan nasional, pajak menyumbang hampir 
 

80% dari total penerimaan Indonesia. Dengan perkembangan inovatif 

berkelanjutan dapat membantu mempermudah kompleksitas administrasi, 

sehingga dalam Otoritas Perpajakan dapat mengurangi kebutuhan sumber 

daya manusia yang dibutuhkan dalam mengelola sistem yang diterapkan 

(Prawati, 2020). 

Pada tahun 2013, Direktorat Jenderal Pajak mengembangkan e-Tax 

Invoice   yang   kemudian   disebut   e-Faktur   yang   merupakan   aplikasi 

elektronik yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang digunakan 

untuk membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik. Kemudian pada 1 Juli 

2014,  Direktorat  Jenderal  Pajak  resmi  memberlakukan  e-Faktur  dengan 

fitur penyampaian Faktur Pajak secara elektronik. Dan pada tahun 2016, 

Direktorat Jenderal Pajak mengenalkan e-Billing sebagai fitur untuk 

pembayaran   pajak   secara   online   dan   pada   tahun   yang   sama   juga 

mewajibkan seluruh Pengusaha Kena Pajak menggunakan e-Faktur. 

Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dilakukan oleh 

Pengusaha  Kena Pajak  yang dikenai  pajak berdasarkan  Undang-undang 

Pajak  Pertambahan  Nilai.  Pengusaha  Kena  Pajak  yang  menjual  Barang 

Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak berkewajiban untuk memungut Pajak 

Pertambahan Nilai atas penjualannya dan membuat Faktur Pajak sebagai 

bukti pungut yang nantinya akan diberikan kepada Pengusaha Kena Pajak 

lawan   transaksi.   Pengusaha   Kena   Pajak   lawan   transaksi   juga   bisa 

mengklaim kredit pajak atas Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayarkan 

sebagai PPN Masukan. 

Setiap transaksi Pajak Pertambahan Nilai dibutuhkan Faktur Pajak 

sebagai bukti pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dibutuhkan Faktur 

sebagai  bukti  pemungutan  Pajak  Pertambahan  Nilai  kepada  Pengusaha 

Kena Pajak lawan transaksi. Melalui diberlakukannya pembaharuan sistem 

e-Faktur ini pula, setiap Pengusaha  Kena Pajak harus melaporkan  Surat 

Pemberitahuan (SPT) Masa PPN melalui aplikasi e-Faktur sudah tidak bisa 

lagi menggunakan e-Filing. Langkah DJP mengganti Faktur Pajak manual
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dengan e-Faktur tak lain untuk kenyamanan dan kemudahan dalam urusan 

perpajakan  bagi  Pengusaha  Kena  Pajak,  yang  diharapkan  bisa 

meningkatkan kepatuhan dalam membayar dan melaporkanSPT  Tahunan 

Masa  PPN.  Selain  itu,  agenda  usaha  pemerintah  dalam  penggunaan  e- 

Faktur juga untuk mencegah adanya Faktur Pajak fiktif oleh oknum 

Pengusaha Kena Pajak yang tidak bertanggung jawab. Hal itu juga bertujuan 

untuk mendorong  pelaku bisnis menekan  biaya usaha karena tidakperlu 

untuk mencetak Faktur Pajak (Fitriya, 2021). 

Tujuan dari pembuatan e-Faktur ini merupakan langkah untuk 

menghindari bentuk-bentuk penyimpangan antara lain adalah Wajib Pajak 

non Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan  Faktur Pajak padahal non 

Pengusaha Kena Pajak tidak berhak menerbitkan Faktur Pajak, Faktur Pajak 

yang terlambat diterbitkan, Faktur Pajak fiktif, dan penerbitan Faktur Pajak 

berganda. Contoh kasus pada tahun 2020, Direktorat Jenderal Pajak 

Kementerian  Keuangan memenangkan  kasus pidana perpajakan terhadap 

RW selaku Direktur Operasional PT DC, wajib pajak yang curang dalam 

membayar Pajak Pertambahan Nilai dengan denda Rp 20,5 Miliar karena 

telah melakukan perbuatan pidana perpajakan dengan cara menggunakan 

Faktur Pajak tidak sah pada kurun waktu 2010-2012 dengan tujuan untuk 

mengecilkan jumlahpajak pertambahan nilai terutang yang harus disetorkan 

ke kas negara dan dilaporkan ke kantor pelayanan pajak (Uly, 2020). 

Pada tahun 2021, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh 

telah menyelesaikan  penyidikan  terhadap tiga tersangka  penyalahgunaan 

Faktur  Pajak  dan  menyerahkannya  ke  Kejaksaan  Negeri  Lhokseumawe 

untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Modus operasi yang dilakukan 

oleh tersangka yaitu dengan menerbitkan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan  

transaksi  yang sebenarnya  sehingga  menimbulkan  kerugian pada 

pendapatan negara sebesar Rp 4.781.313.769 (Siswoyo, 2021). Dari contoh 

kasus yang terjadi menunjukkan  bahwa dari data tersebut masih banyak 

penyimpangan Faktur Pajak yang terjadi dan dilakukan oleh pihak yang  tidak  

bertanggung  jawab  sehingga  dapat  berpotensi  menimbulkan
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kerugian negara. 
 

Pembatalan Faktur Pajak sendiri adalah pembatalan transaksi 

penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya 

telah diterbitkan, Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan  Faktur Pajak 

harus  melakukan  pembatalan  Faktur Pajak  serta melakukan  pembetulan 

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena 

Pajak penjual dan pembeli (Waluyo,2011:96).Pembatalan Faktur Pajak 

mengenai bentuk, ukuran, tata cara pengisian keterangan, prosedur 

pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pembetulan atau 

penggantian,  dan tata cara pembatalan  Faktur Pajak telah diatur melalui 

Direktur Jenderal Pajak PER-24/PJ/2012 (Harmony, 2021). 

Kerumitan pada permasalahan mengenai pembatalan Faktur Pajak 

dan mekanisme perpajakan menyebabkan Pengusaha Kena Pajak memilih 

untuk   menggunakan   jasa   konsultan   pajak   untuk   mengurangi   risiko 

pengenaan  sanksi  berupa  denda.  Penggunaan  jasa  konsultan  pajak  juga 

dapat mengurangi  biaya  kepatuhan  perpajakan,  waktu  yang dikeluarkan 

untuk kepatuhan perpajakan serta dapat juga mengurangi stress Wajib Pajak 

dalamhal menangani permasalahan perpajakan perusahaan. Sehingga hal ini 

yang membuat penulis melakukan studi kasus pada Kantor Konsultan Pajak 

sebagai tempat penelitian. 

Penulis  menggunakan  studi  kasus  pada  Kantor  Konsultan  Pajak 

TDH yang berlokasi di Bandar Lampung. Penelitian ini dilakukan di Kantor 

Konsultan Pajak TDH dikarenakan mereka memiliki klien yang mengalami 

permasalahan  perpajakan  pada  pembatalan  Faktur  Pajak.  Penulis 

memutuskan untuk mengambil kasus pembatalan Faktur Pajak yang terjadi 

pada Kantor Konsultan Pajak TDH dikarenakan beberapa bulan yang lalu 

penulis  melakukan  Kuliah  Magang  Mahasiswa  pada  Kantor  Konsultan 

Pajak TDH dan mengerjakan  salah satu kasus pembatalan  Faktur Pajak. 

Penulis   tertarik   untuk   mempelajari    tentang   Faktur   Pajak   dengan 

menganalisis faktor penyebab terjadinya pembatalan Faktur Pajak, 

mekanisme yang dilakukan untuk membatalkan Faktur Pajak dan pengaruh
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pembatalan Faktur Pajak terhadap perusahaan penjual dan perusahaan 

pembeli. Kegiatan Operasional yang ditawarkan Kantor Konsultan Pajak 

TDH salah satunya yaitu pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak 

Pertambahan Nilai beserta pembetulan jika terdapat transaksi yang 

mengalami kesalahan dalam proses input data. Penelitian ini mencoba untuk 

mencari   faktor   yang   menyebabkan   pembatalan   Faktur   Pajak   serta 

mekanisme perpajakannya atas pembatalan Faktur Pajak tersebut. 

Berdasarkan  penjelasan  di atas, penulis  memutuskan  untuk  menentukan 

Judul Tugas Akhir “Analisis Pembatalan Faktur Pajak (Studi Kasus Pada 

Kantor Konsultan Pajak TDH)”. 

 
 

5.   Rumusan Masalah 
 

c.   Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya pembatalan Faktur Pajak? 
 

d.   Bagaimana   mekanisme   perpajakan   atas  pembatalan   Faktur  Pajak 

setelah e-Faktur diterbitkan? 

e.   Bagaimana pengaruh pembatalan Faktur Pajak terhadap perusahaan? 
 

 
 

B.  TUJUAN DAN MANFAAT 
 

1.   Tujuan 
 

a.   Menganalisis  faktor-faktor  penyebab  terjadinya  pembatalan  Faktur 
 

Pajak. 
 

b.   Menganalisis    mekanisme    perpajakan    atas    pembatalan    Faktur 
 

Pajaksetelah e-Faktur diterbitkan. 
 

c.   Menganalisis pengaruh pembatalan Faktur Pajak terhadap perusahaan. 
 

6.   Manfaat 
 

a.   Bagi Akademik, penelitian ini ditujukan sebagai referensi terkait Tugas 
 

Akhir mengenaifaktor penyebab pembatalan Faktur Pajak. 
 

b.   Bagi Penulis, hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan penulis khususnya perihal faktor penyebab pembatalan 

Faktur Pajak. 

c.   Bagi Pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan untuk
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seluruh   pembaca   terutama   para   Pengusaha   Kena   Pajak   untuk 

menjadikan referensi bagi yang ingin mengetahui lebih lengkap tentang 

faktor penyebab pembatalan Faktur Pajak. 

d.   Bagi  Kantor  Konsultan  Pajak  TDH,  penelitian  ini  dapat  digunakan 

untuk   evaluasi   terhadap   hal-hal   yang   berkaitan   dengan   proses 

pembatalan Faktur Pajak. 

e.   Bagi  Kantor  Konsultan  Pajak  TDH,  penelitian  ini  dapat  digunakan 

untuk   evaluasi   terhadap   hal-hal   yang   berkaitan   dengan   proses 

pembatalan Faktur Pajak.
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